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KEMEN-KP. Kapal Pengwas. Perikanan. Tata
Kelola.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional
kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, perlu
mengatur mengenai tata kelola kapal pengawas
perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola

Kapal Pengawas Perikanan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut
Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi
tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan
penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
Awak Kapal Pengawas Perikanan selanjutnya disingkat
AKP adalah orang yang bertugas di atas Kapal Pengawas
sesuai jabatan dan keterampilannya.

Daerah Operasi adalah suatu wilayah perairan dimana
Kapal Pengawas melakukan operasi pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan.



10.

11.

12.

13.
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Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah
wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan
pengembangan perikanan yang meliputi perairan
pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona
tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk
dalam zona ekonomi ekslusif Indonesia, laut teritorial
Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan
pedalaman Indonesia.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik negara dan barang milik
daerah.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan.
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14.

15.

(1)

Dinas adalah dinas provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

BAB II
FUNGSI KAPAL PENGAWAS

Pasal 2

Kapal Pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan
dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan
dalam WPPNRI.
Kapal Pengawas dalam melaksanakan fungsinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. menghentikan;
b. memeriksa;
c. membawa; dan
d. menahan,
kapal yang diduga atau patut diduga melakukan
pelanggaran di WPPNRI untuk dibawa ke pelabuhan
terdekat guna pemrosesan lebih lanjut.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapal Pengawas
didukung dengan informasi yang berasal dari:
a. pusat pengendalian;
b. pengawasan patroli udara; dan/atau
c. informasi lainnya yang dapat berupa hasil analisis

intelijen, informasi dari masyarakat, aparat penegak

hukum lainnya, dan pengamatan visual.
Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Kapal
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3
Dalam melaksanakan fungsi, Kapal Pengawas dapat

dilengkapi dengan senjata api.



(2)
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Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh melalui:

a. pengadaan dari anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

b. hibah; dan/atau

c. perjanjian kerja sama.

Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis, standar, izin penggunaan, dan tata cara

penggunaan senjata api di Kapal Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin kehandalan dan efektivitas senjata api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

perawatan, pemeliharaan, dan/atau pemusnahan.

Ketentuan mengenai pedoman perawatan, pemeliharaan,

dan/atau pemusnahan senjata api sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur

Jenderal.
BAB III
PENGADAAN KAPAL PENGAWAS
Pasal 4
Setiap pengadaan Kapal Pengawas termasuk
perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan

keselamatan kapal.

Pengadaan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. perencanaan kebutuhan kapal; dan

b. prasarana penunjang.

Perencanaan kebutuhan kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. jangka pendek untuk jangka waktu 5 (lima) sampai

dengan 10 (sepuluh) tahun;



